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Abstract. Land acquisition is an activity to provide land by providing adequate and fair compensation to the 

entitled party, either in the form of money, replacement land, resettlement, share ownership, or other forms agreed 

by both parties. The issue of compensation is one of the disputes that must be resolved in court and takes quite a 

long time. This study aims to determine how the judge's considerations are in decision Number 46 / Pdt.G / 2021 

/ Pn Rno and to find out the legal consequences for both parties in decision Number 46 / Pdt.G / 2021 / Pn Rno. 

This research is a normative legal research. Normative legal research, or legal research, is generally based on 

document studies by relying on legal sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and 

expert opinions. The object of research in this writing focuses on a case study of a court decision with case number 

46 / Pdt.G / 2021 / Pn Rno. The results of the study indicate that the unlawful act case filed at the Rote Ndao 

District Court has been implemented. The case has been decided fairly by the judge without harming either party/ 

so that the defendant, as the losing party, is obliged to pay compensation to the plaintiff and in return the plaintiff 

surrenders his land to be used as a regional government asset in the context of public services for the Rote Ndao 

community. Based on this, both parties should coordinate and involve related parties to find a bright spot. The 

government is also expected to be able to socialize the compensation case to the community. This is useful to 

prevent legal problems from arising in the future. 

 

Keywords: Compensation, Judge's Consideration, Legal Consequences.  

 

Abstrak. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak, dan 

adil kepada pihak yang berhak, baik itu dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan 

saham, maupun bentuk lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Masalah ganti rugi adalah salah satu 

persengketaan yang harus diselesaikan di pengadilan dan memakan waktu yang cukup lama.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/Pn Rno  

dan mengetahui akibat hukum bagi keuda belah pihak dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/Pn Rno. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, atau legal research, umumnya berbasis 

studi dokumen dengan mengandalkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Objek penelitian dalam penulisan ini berfokus pada studi kasus 

putusan pengadilan dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2021/Pn Rno.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara 

perbuatan melawan hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah dilaksanakan. Perkara tersebut 

telah diputuskan secara adil oleh hakim tanpa merugikan salah satu pihak/  sehingga tergugat, sebagai pihak yang 

kalah wajib membayar ganti rugi ganti rugi kepada penggugat dan sebaliknya penggugat menyerahkan tanahnya 

untuk dijadikan aset pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik masyarakat Rote Ndao. Berdasarkan hal 

tersebut sebaiknya kedua pihak perlu melakukan koordinasi dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk dapat 

menemukan titik terang, Pemerintah juga diharapkkan mampu melakukan sosialisasi mengenai kasus ganti rugi 

kepada masyarakat. Hal tersebut berguna untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari.  
 

Kata kunci: Ganti Rugi, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.535
https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum
mailto:risallilo06@gmail.com


 
Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Antara  

Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 
(Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/Pn Rno) 

96      REFERENDUM – VOLUME. 2, NOMOR. 1 MARET 2025 

 
 

1. LATAR BELAKANG 

Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) dapat terbentuk apabila pemerintah menjalankan 

berbagai program pembangunan. Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum 

adalah salah satu jenis pembangunan yang digunakan dalam pembangunan nasional. 

Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang pengadaannya 

dilakasanakan mengedepankan prinsip yang terkandung didalam Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip 

kemanusian, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukan, kesepakatan, keikutsertaan, 

kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan 

bernegara. 

Masalah tanah selalu menjadi perhatian utama karena memiliki keterkaitan dengan 

berbagai aspek kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Salah satu masalah utama 

yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang saat ini adalah semakin 

berkurangnya luas lahan yang tersedia untuk pembangunan. Hal yang sama juga terjadi di 

Indonesia, di mana banyak masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dan 

pertanahan sebagai sumber utama pendapatan mereka. 

 Negara tetap memiliki dan menguasai kekayaan alam di tanah yang dimiliki oleh 

individu. (Pasal 8 UUPA). Negara juga bertanggungjawab untuk mengatur 

pengambilannya. Tanah berfungsi sebagai tempat berpijak,irigasi, sekolah, jalan umum 

,perkantoran, dan banyak lagi, menjadikannya salah satu komponen yang sangat penting 

bagi suatu negara. Situasi seperti ini disebut konflik kebutuhan. Terkadang, pembangunan 

fisik sarana dan prasarana oleh pemerintah tidak sesuai dengan perundang-undangan. 

Program pembangunan pemerintah terkait erat dengan kebijakan pengadaan tanah. 

Salah satu masalah yang mungkin terjadi saat mendapatkan lahan untuk pembangunan 

adalah ketidaksepakatan antara pemilik tanah dan lembaga yang bertanggungjawab untuk 

melakukan pembangunan. Namun pembangunan tetap harus dilakukan. Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum menyatakan bahwa instansi yang berwenang dalam pengadaan tanah 

mencakup lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

diberikan tugas khusus oleh pemerintah. Jika kesepakatan tidak tercapai pemerintah akan 

memilih untuk menyelesaikan pembangunan dengan cara yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 
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Peraturan yang mengatur pengadaan tanah sebagai bagian dari hukum agraria 

nasional tidak hanya harus memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam hukum agraria nasional, 

tetapi juga harus mengimbangi kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

Jika seseorang memiliki hak atas tanah tanpa mempertimbangkan apakah tanah tersebut 

akan digunakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi, hak tersebut tidak 

dapat dibenarkan. Namun, ini tidak berarti bahwa kepentingan pribadi harus lebih penting 

dari kepentingan umum; keduanya harus bekerja sama untuk mencapai kemakmuran, 

keadilan, dan kebahagiaan umum.   

Salah satu contoh kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang akan 

peneliti kaji didalam penelitian ini yaitu Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dalam Pembangunan Kantor Camat Rote Barat Daya, Puskesmas, Balai 

Pertemuan Umum dan Pelayanan Pemerintahan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dalam 

kasus ini pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar 

ganti rugi kepada pemilik tanah. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao 

oleh penggugat yakni mantan Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM, atau biasa 

disapa Lens Haning, terhadap Bupati Rote Ndao, Kepala Dinas Perumahan Kawasan 

Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Panitia 

Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil pada lokasi bangunan pemerintah berupa kantor 

camat, puskesmas dan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Rote Barat Daya di Kabupaten 

Rote Ndao Tahun Anggaran 2019, akhirnya diputus oleh Majelis Hakim dengan amar 

putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.    

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, kebutuhan tanah untuk pembangunan harus diperhatikan secara khusus. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu peraturan dasar yang melindungi dan memberikan keamanan 

hukum kepada setiap individu dan organisasi yang memiliki atau menguasai sebidang tanah. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengamanatkan bahwa pemerintah 

melakukan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah bagi 

masyarakat: 

Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan 

pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah 

serta memastikan tertib administrasi pertanahan. Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang 
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Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut untuk 

kepentingan umum, termasuk kepentingan negara dan bangsa.  

Namun, pencabutan hak atas tanah tersebut harus disertai dengan pemberian ganti 

kerugian yang layak serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah. Melihat ketentuan 

dalam pasal tersebut, apabila seseorang kehilangan haknya atas tanah, meskipun untuk 

kepentingan umum, maka hendaklah dia memperoleh ganti kerugian yang layak. Untuk itu, 

apabila masyarakat yang kehilangan haknya atas tanah tidak mendapatkan ganti rugi, maka 

itu bukan merupakan wujud pengadaan tanah melainkan perampasan hak atas tanah oleh 

pihak yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagamana 

pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan Nomor  46/Pdt.G/2021/Pn Rno.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, 

atau legal research, umumnya berbasis studi dokumen dengan mengandalkan sumber bahan 

hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta 

pendapat para ahli. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, sering disebut 

sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun objek penelitian dalam 

penulisan ini berfokus pada studi kasus putusan pengadilan dengan nomor perkara 

46/Pdt.G/2021/Pn Rno. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitun : 

Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Sumber bahan 

hukum yang diguanakan dalam penelitian ini ialah : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum 

Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data  yang dilakukan ialah 

dengan mengumpulkan data melalui bahan-bahan hukum dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.  Data yang 

didapati  ke,udiaan ditelaah dan dianalisis menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut 

dan disajikan dalam bentuk narasi.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO:46/Pdt.G/2021/PN Rno 

TERKAIT DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS GANTI 

RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM.  

Pe$mbangunan nasional pada dasarnya adalah suatu pe$rubahan atau 

pe$nge$mbangan pada aspe$k te$rte$ntu yang dilakukan ole$h hampir se$mua ne$gara di dunia. 

Me$nurut E$ve$re$tt M. Roge$rs, pe$mbangunan adalah prose$s pe$rubahan yang me$mbawa 

manfaat me$nuju siste$m sosial dan e$konomi yang te$lah dite$tapkan se$suai de$ngan 

ke$he$ndak suatu bangsa. Ke$giatan pe$mbangunan, baik yang dilakukan di tingkat pusat 

maupun dae$rah, se$lalu te$rkait de$ngan konse$p ke$pe$ntingan umum yang me$njadi dasar 

dari se$tiap aktivitas pe$mbangunan, te$rmasuk pe$mbangunan me$lalui pe$ngadaan tanah. 

Dalam pe$ngadaan tanah untuk ke$pe$ntingan umum, muncul hak dan ke$wajiban. Hak dan 

ke$wajiban ini te$rce$rmin dalam hak untuk me$ndapatkan ganti ke$rugian bagi pe$milik atau 

pe$me$gang hak atas tanah, se$rta ke$wajiban untuk me$nye$rahkan hak atas tanah dan se$gala 

be$nda yang ada di atasnya ke $pada instansi pe$me$rintah yang be $rwe$nang. 

Paradigma pe$nggantian ke$rugian ce$nde$rung me$ngartikan bahwa pe$me$gang hak 

atas tanah me$ngalami ke$rugian se$be$lum tanah te$rse$but dile$paskan untuk ke$pe$ntingan 

umum, yang be$rbe$da de$ngan paradigma kompe$nsasi. Dalam paradigma kompensasi, 

proyek pengadaan tanah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

bukan malah menyebabkan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 te$ntang 

Pe$ngadaan Tanah untuk Ke$pe$ntingan Umum me$nyatakan bahwa salah satu prinsip 

yang me$ndasari pe$ngadaan tanah adalah prinsip ke$se$pakatan. Me$nurut undang-undang 

te$rse$but, prinsip ke$se$pakatan be$rarti bahwa prose$s pe$mbe$basan tanah dilakukan me$lalui 

musyawarah antara para pihak tanpa ada unsur paksaan untuk me$ncapai pe$rse$tujuan 

be$rsama. Dalam upaya me$laksanakan pe$mbangunan untuk ke$pe$ntingan umum, 

pe$me$rintah me$me$rlukan tanah yang pe$ngadaannya dilakukan ole$h pe$me$rintah itu 

se$ndiri. Ole$h kare$na itu, pe$ngadaan tanah dilakukan de$ngan cara yang te$pat, transparan, 

dan te$tap me$mpe$rhatikan prinsip pe$nghormatan te$rhadap hak-hak sah atas tanah. 

Pe$ngadaan tanah untuk ke$pe$ntingan umum didasari ole$h be$rbagai ke$te$ntuan pe$raturan, 

se$hingga pe$laksanaannya me$ngutamakan prinsip ke$manusiaan, ke$adilan, ke$manfaatan, 

ke$pastian, ke$te$rbukaan, ke$se$pakatan, partisipasi, ke$se$jahte$raan, ke$be$rlanjutan, dan 

ke$se$larasan, yang se$laras de$ngan nilai-nilai be$rbangsa dan be$rne$gara yang te$rcantum 

dalam UUD 1945.Pe$nulis akan me$mbahas kronologi gugatan ganti rugi tanah untuk 

pe$mbangunan ke$pe$ntingan umum yang diajukan ole$h Pe$nggugat yang be$rnisial LH dan 
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Te$rgugat (Pe$me$rintah Kabupate$n Rote$ Ndao). Dalam salinan putusan dije$laskan bahwa 

Pe$nggugat de$ngan surat gugatan tanggal 21 Oktobe$r 2021 yang dite$rima dan di 

didaftarkan di Ke$panite$raan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao dalam Re$giste$r Nomor 

46/Pdt.G/2021/PN Rno.  

Dalam gugatannya ini, Pe $nggugat me $nje$laskan bahwa Pe $nggugat pe $rnah 

me $njabat se$bagai Bupati Rote $ Ndao se$lama dua pe$riode$ yaitu pe $riode$ Tahun 2009-2014 

dan pe $riode$ 2014- 2019. Salah satu program dari Pe $me $rintah Dae $rah Kabupate$n Rote$ 

Ndao pada saat Pe$nggugat me $njabat Bupati Rote $ Ndao adalah pe$mbangunan Kantor 

Camat, Puske $smas, dan Balai Pe $rte$muan dise$tiap ke$camatan. Bahwa Prose $s 

pe$mbe $basan tanah untuk pe $mbangunan Ge $dung Kantor Camat, Puske $smas, dan Balai 

Pe$rte$muan Umum di atas tanah milik pe $nggugat pada tahun 2016 akhir dibatalkan ole $h 

Te$rgugat 1 kare$na tidak se $suai de$ngan ke$te$ntuan Pe$raturan Pre$side$n Nomor 148 

TAHUN 2015 Te $ntang Pe$rubahan Ke $e$mpat Atas Pe$raturan Pre$side$n Nomor 71 Tahun 

2012 Te $ntang Pe$nye$le$nggaran Pe$ngadaan Tanah Pe $mbangunan Untuk Ke $pe$ntingan 

Umum. Se $baliknya di lain pihak ge $dung ge $dung Kantor Camat, Puske $smas, dan Balai 

Pe$rte$muan Umum te $lah dibangun diatas tanah milik Pe$nggugat dan te$lah dimanfaatkan 

untuk ke$giatan Pme$rintahan maupun pe $layanan ke $pada masyarakat. 

Se$te$lah te$rjadinya pe$rbuatan me $lawan hukum atas tindakan te $rgugat yang 

e$nggan me $mbayar ganti rugi atas tanah milik pe $nggugat yang saat ini sudah 

dimaanfaatkan untuk ke$pe$ntingan umum se $suai de$ngan Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2012 te$ntang Pe$ngadaan Tanah Bagi Pe $mbangunan Untuk Ke $pe$ntingan 

Umum Pasal 1 Ayat 2 me $nje $laskan bahwa Pe $ngadaan Tanah adalah ke$giatan 

me$nye$diakan tanah de$ngan cara me $mbe$ri ganti ke$rugian yang layak ada adil ke$pada 

pihak yang be$rhak. Me$nurut Iman Koe$swahyono, pe$ngadaan tanah me$rupakan suatu 

tindakan hukum yang dilakukan ole$h pe$me$rintah de$ngan tujuan me$mpe$role$h tanah 

untuk ke$pe$ntingan te$rte$ntu. Dalam prose$s ini, pe$me$rintah me$mbe$rikan ganti 

ke$rugian ke$pada pe$milik tanah se$bagai be$ntuk kompe$nsasi atas tanah yang diambil. 

Namun pada saat ini te $rgugat be$lum me $re$alisasikan pe $mbayaran ganti rugi 

te$rhadap pe$ngugat se$laku pe $milik tanah, de $ngan de $mikan  pe $rbuatan Para Te $rgugat  

yang tidak me $mbayar ganti rugi atas tanah milik Pe $nggugat  yang di te$tapkan me $lalui 

prose$dur yang diatur dalam pe $raturan-pe$rundangan se$be$sar Rp2.400.000.000,00 

(Dua Miliar E$mpat Ratus Juta Rupiah), padahal te $lah dimanfaatkan untuk 

ke$pe$ntingan pe $mbangunan, pe $layanan pe $me$rintahan, dan masyarakat adalah 

pe$rbuatan me $lawan hukum yang sangat me $rugikan Pe$nggugat. Ole $h kare$na itu tidak 
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ada pilihan lain bagi Pe $nggugat ke$cuali me $ngajukan gugatan ini ke $ Pe$ngadilan 

de$ngan harapan me $mpe $role$h ke$adilan atas tanah milik Pe $nggugat yang te$lah 

dimanfaatkan ole$h Para Te $rgugat untuk Pe $layanan ke $pe$ntingan umum. Langkah 

hukum yang diambil ole $h Pe $nggugat di nilai sudah te $pat, kare$na te$lah me$nggunakan 

cara yang konstitusional de $ngan me $ngajukan ke$ Pe$ngadilan Ne $ge$ri Rote $ Ndao. 

Se$hingga Pe $ngadilan me $nilai apakah tanah milik pe $nggugat itu layak atau tidak 

dibe$rikan ganti rugi. 

Dalam prose$s pe$nye$le$saian suatu pe$rkara, hakim pe$rlu me$mahami de$ngan 

je$las fakta dan pe$ristiwa yang te$rjadi dalam kasus te$rse$but. Ole$h kare$na itu, se$be$lum 

me$mbe$rikan putusan, Maje$lis Hakim harus te$rle$bih dahulu me$nggali fakta dan 

pe$ristiwa yang te$rungkap dari pihak Pe$nggugat dan Te$rgugat, se$rta 

me$mpe$rtimbangkan alat bukti yang diajukan ole$h ke$dua be$lah pihak se$lama 

pe$rsidangan. Pe$ran Hakim sangat pe $nting dalam me $nye$le$saikan suatu pe$rkara untuk 

me$ne$ntukan nilai-nilai ke$adilan yang ada pada putusannya, dalam 

me$mpe$rtimbangkan fakta-fakta hukum yang te $rjadi, sikap hakim juga se $bagai 

ce$rminan amanat yang dibe$rikan ole $h Undang-Undang.  

Hakim me$miliki tanggung jawab utama untuk me$ne$gakkan hukum dan 

ke$adilan, se$hingga putusannya me$nce$rminkan prinsip-prinsip ke$adilan. Pe$nje$lasan 

me$nge$nai hal ini te$rdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

yang me$nyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib me$nggali, me$ngikuti, 

dan me$mahami nilai-nilai hukum se$rta rasa ke$adilan yang be$rke$mbang dalam 

masyarakat. 

Me$ngadili me $nurut hukum me $ngacu pada bukan hanya hukum te $tulis te$tapi 

juga hukum yang tidak te $rtulis. Artinya hakim tidak hanya corong pada undang-

undang, apabila hakim be $rpandangan bahwa undang-undang yang me $ngatur te$ntang 

suatu masalah, itu dianggap kurang adil, de $ngan de $mikian hakim dapat me $ngambil 

ke$putusan yang be $rbe$da be $rdasarkan inte$rpre$tasi hukumnya. 

Maje$lis Hakim me $lakukan prose$s pe $ne$muan hukum untuk me $mutuskan 

suatu pe$rkara. Untuk me $mastikan bahwa putusan yang dibuat buka tanpa dasar, 

te$tapi be$rdasarkan hukum, te $ntunya harus dilakukan tahapan-tahapan., dalam hal 

pe$mbuktian, pe $rtimbangan te $rhadap pe $mbuktian sangat me $mpe$ngaruhi putusan 

kare$na tujuan pe$mbuktian adalah untuk me $yakinkan hakim se $hingga me $mutuskan 

be$rdasarkan pe $mbuktian. Ke $mudian untuk me $nguatkan dalih-dalihnya Pe$nggugat 

me$nghadirkan e $mpat orang saksi yang me $ne$rangkan pada pokoknya tanah yang 
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sudah dibangun Kantor Camat, Puske $mas, dan Balai Umum adalah milik Pe $nggugat 

dan para saksi juga me $nje $laskan bahwa sampai saat ini Pe$nggugat be$lum 

me$ndapatkan ganti ke$rugian dari para Te$rgugat. 

Se$te$lah me $ngadakan prose $s pe$me$riksaan se$te$mpat te$rhadap obje $k se $ngke$ta. 

Maje$lis Hakim be $rdasarkan bukti dan ke $te$rangan saksi dari Pe $nggugat dan 

se$dangkan Te$rgugat tidak me $ngajukan saksi, be $rdasarkan be $be$rapa pe$rtimbangan  

Me$nimbang, bahwa dari fakta te$rse$but dapat di konstantir fakta bahwa yang me$njadi 

pe$rse$ngke$taan antara Para Pihak yang harus di pe $rtimbangkan adalah; 

1. Apakah be$nar tanah obye $k se$ngke$ta adalah milik Pe$nggugat ; 

2. pe$rbuatan Te $rgugat I, Te $rgugat II dan Te $rgugat III yang tidak me $mbayar uang 

ganti rugi atas pe$manfatan tanah milik Pe $nggugat ke$pada Pe $nggugat se $be$sar 

Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyar E $mpat Ratus Juta Rupiah) me $rupakan 

Pe$rbuatan Me$lawan Hukum; 

a) Me$nimbang, bahwa be $rdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pe $nggugat 

be$rke$wajiban untuk me $mbuktikan hal te$rse$but di atas;  

b) Me$nimbang, bahwa Pe $nggugat untuk me $nguatkan dalilnya te $lah me $ngajukan 

bukti be$rupa bukti P1 sampai de $ngan bukti P-5  

c) Me$nimbang, bahwa se$lain bukti surat Pe $nggugat juga te$lah me $ngajukan Saksi-

Saksi di pe$rsidangan yaitu E $duard Be$nggu, Joni Agustinus Adu, Yohan He$nuk 

Dan Jusup Be$nyamin Me $ssakh.  

d) Me$nimbang, bahwa Te $rgugat I untuk me $mbuktikan dalil sangkalannya te $lah 

me$ngajukan bukti surat be $rupa bukti TI-1 sampai de $ngan TI-61 

e) Me$nimbang, bahwa di pe$rsidangan Te $rgugat tidak me $ngajukan saksi; 

f) Me$nimbang, bahwa dari fakta dan pe $rtimbangan hukum te $rse$but diatas, 

Maje$lis Hakim be$rpe $ndapat bahwa dari ke $te$rangan Para Saksi di hubungkan 

de$ngan bukti Surat be$rtanda P-4 dan P-5, Pe$nggugat dapat me $mbuktikan dalil 

gugatannya te$rkait bahwa tanah obye $k se $ngke$ta adalah milik Pe $nggugat; 

g) Me$nimbang, bahwa se $te$lah Maje$lis Hakim me $mpe$rtimbangkan fakta yang 

dipe$role$h dari ke$te$rangan saksi Pe$nggugat bahwasannya te $rhadap tanah milik 

Pe$nggugat In casu be $lum di lakukan pe$mbayaran ganti rugi ataupun 

kompe $nsasi ke $pada Pe $nggugat, dan te $rnyata pula pe$manfaatan tanah milik 

Pe$nggugat tidak didasari pe $mbe$rian se $cara cuma-cuma ataupun pe $minjaman 

ke$pada Pe$me$rintah Kabupate $n Rote $ Ndao se $rta tanah te $rse$but se$jak tahun 

2016 sampai de $ngan se$karang di kuasai dan di manfaatkan ole $h Pe$me$rintah 
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kabupate$n Rote $ Ndao, sehingga hal tersebut menimbulkan konsekwensi 

terhalangnya Penggugat untuk memanfaatkan tanah sengketa In casu, hal ini 

dengan sendirinya menyebabkan kerugian secara materiil yang dialami oleh 

Penggugat selaku pemilik tanah, karena tidak dapat memanfatkan tanah In 

casu.  

Se$lanjutnya pada bagian lain, tindakan Te $rgugat I, Te$rgugat II dan 

Te$rgugat III yang tidak me $mbe$rikan ganti rugi pada Pe $nggugat, hal te $rse$but 

be$rte$ntangan de $ngan hukum yang dapat dikate $gorikan se$bagai suatu be $ntuk 

pe$rbuatan me $lawan hukum kare $na me$langgar hak-hak Pe$nggugat se$bagai pe $milik 

tanah In casu, ole $h kare$nanya Maje$lis Hakim me $mpe $rtimbangkan sudah 

se$patutnya ke $pada Te$rgugat I, Te$rgugat II, maupun Te $rgugat III be$rtanggung 

jawab se$cara hukum untuk me $mbayar ganti rugi ke $pada Pe$nggugat se$suai de $ngan 

hasil pe$rhitungan dari tim Pe $nilai Public KJPP NI MADE $ TJANDRA KASIH 

se$laku Institusi yang me $miliki kompe $te$nsi dan ke$ahlian dalam Pe $nilai Pe$rtanahan 

yang hasilnya te$lah di ne $gosiasikan ole$h Te$rgugat III se $laku Ke$tua Panitia 

Pe$ngadaan Tanah de $ngan Pe $nggugat se$be$sar Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyar 

E$mpat Ratus Juta Rupiah) ; 

h) Me$nimbang, bahwa te $lah di pe $rtimbangkan dan te $rbukti bahwa tanah obye $k 

se$ngke$ta se$luas 45.554 M2, te$rle$tak di Jln. De $sa Oe$handi, RT. 011, RW.VI, 

Dusun Mataboae $n, De$sa Oe$handi, Ke $camatan Rote$ Barat Daya, Kabupate $n Rote$ 

Ndao, Provinsi Nusa Te $nggara Timur, Se $rtifikat Hak Milik Nomor 00663 se $luas 

15.554 M2 dan Se$rtifikat Hak Milik Nomor 00664 se$luas 30.000 M2 atas nama 

Pe$me$gang Hak: Drs. LE $ONARD HANING, M.M. adalah milik Pe $nggugat, 

se$hingga ole$h kare$nanya te$rhadap pe$titum poin 2 (dua) be$ralasan hukum untuk di 

kabulkan; 

i) Me$nimbang, bahwa se $lanjutnya te$rhadap Pe$titum poin 3 (tiga), poin 4(e $mpat) dan 

poin 5 (lima), Maje$lis Hakim me $mpe $rtimbangkan bahwa te $lah dipe$rtimbangkan 

dan te$rbukti se $cara hukum bahwa te $rhadap tanah mili Pe $nggugat yang di jadikan 

lokasi pe$mbangunan se$jumlah sarana prasarana milik Pe $me$rintah Kabupate $n 

Rote$ Ndao be $rupa Kantor Camat, Puske $smas, Balai Pe $rte$muan dan Rumah 

Dokte$r se$jak tahun 2016 sampai de $ngan saat ini be $lum pe $rnah di be $rikan 

Kompe$nsasi maupun ganti rugi dalam be $ntuk papun juga, dan te $rhadap tanah In 

casu te$lah di lakukan pe$nilaian ole$h Pe$nilai Public KJPP NI MADE $ TJANDRA 

KASIH de$ngan hasil pe$nilaian bahwa tanah te$rse$but be$rnilai Rp2.408.000.000,00 
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(Dua Milyar E $mpat Ratus De $lapan Juta Rupiah) dan hasil te $rse$but te $lah di 

ne$gosiasikan ole$h Te$rgugat III se$laku Ke$tua Panitia Pe$ngadaan tanah de $ngan 

Pe$nggugat se $hingga me $ndapat nilai ke $se$pakatan se $be$sar Rp2.400.000.000,00 

(Dua Milyar E $mpat Ratus Juta Rupiah) akan te $tapi nilai tanah te $rse$but tidak 

pe$rnah di bayarkan ole $h Para Te$rgugat ke$pada Pe$nggugat, se$hingga ole $h 

kare$nanya Maje$lis Hakim me $nyatakan Pe $titum poin 3 (tiga), poin 4 (e $mpat) dan 

poin 5 (lima) be$ralasan hukum untuk di kabulkan; 

j) Me$nimbang, bahwa se $lanjutnya te$rhadap pe $titum poin 6 (e $nam) yang me $nuntut 

agar putusan ini dapat dilaksanakan te $rle$bih dahulu walaupun ada banding 

maupun kasasi, te $rhadap hal ini Maje $lis Hakim me $mpe $rtimbangkan bahwa 

Pe$nggugat dalam gugatannya tidak dapat me $mbuktikan pe$rsyaratan se$bagaimana 

dibutuhkan ole$h SE$MA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SE$MA Nomor 4 Tahun 2001, 

maka pe $titum ini harus ditolak; 

k) Me$nimbang, bahwa be$rdasarkan pe$rtimbangan-pe$rtimbangan te $rse$but di atas, 

maka gugatan Pe $nggugat be$ralasan me$nurut hukum untuk dikabulkan se $bagian; 

l) Me$nimbang, bahwa kare $na Pe$nggugat dapat me $mbuktikan dalil gugatannya dan 

Para Te$rgugat adalah pihak yang dikalahkan, maka ke $pada Te $rgugat I, Te $rgugat 

II dan Te$rgugat III harus dihukum untuk me $mbayar biaya yang timbul dalam 

pe$rkara a quo se$cara tanggung re $nte $ng, yang untuk be$sarnya akan dise $butkan 

dalam amar putusan ini; 

Se$lanjutnya, maka dalam kove $nsi maje $lis hakim me $mutuskan pe $rkara se$ngke$ta 

ganti ke$rugian: 

1. Me$ngabulkan gugatan Pe $nggugat se$bagian; 

2. Me$nyatakan tanah se$luas 45.554 M2, te $rle$tak di Jln. De$sa Oe$handi, RT. 011, 

RW.VI, Dusun Mataboae $n, De$sa Oe$handi, Ke$camatan Rote$ Barat Daya, 

Kabupate$n Rote $ Ndao, Provinsi Nusa Te$nggara Timur, Se $rtifikat Hak Milik 

Nomor 00663 se $luas 15.554 M2 dan Se $rtifikat Hak Milik Nomor 00664 se $luas 

30.000 M2 atas nama Pe $me$gang Hak Drs. LE$ONARD HANING, M.M, de$ngan 

batas-batas: 

a) Se$be$lah Timur de$ngan Tanah STE$FANUS ADU dan Kali; 

b) Se$be$lah Barat de$ngan Jalan Raya; 

c) Se$be$lah Utara de$ngan Tanah PE $TRUS ADU ME $SSAH dan ALE $XANDE$R 

ADU; 
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d) Se$be$lah Se$latan de$ngan Tanah ARKALAUS HE$NUKH, STE$FANUS SUI dan 

JUSUP ADU; 

Yang te $lah dimanfaatkan untuk ke $pe$ntingan pe$mbangunan Kantor Camat Rote $ 

Barat Daya, Pusat Ke $se $hatan Masyarakat dan Balai Pe $rte$muan Umum dan 

pe$layanan pe $me$rintahan maupun masyarakat Kabupate $n Rote $ Ndao adalah Hak 

Milik Sah dari Pe$nggugat:  

3. Me$nyatakan Hukum bahwa pe$manfaatan tanah milik Pe $nggugat untuk 

ke$pe$ntingan pe$mbangunan sarana pe $layanan pe $me$rintahan dan masyarakat 

Kabupate$n Rote$ Ndao de $ngan ganti rugi ke $pada Pe$nggugat se$be$sar 

Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyar E$mpat Ratus Juta Rupiah); 

4. Me$nyatakan Hukum bahwa Pe $ne$tapan nilai harga ganti rugi tanah milik 

Pe$nggugat yang di gunakan untuk ke $pe$ntingan pe $mbangunan, sarana Pe$layanan 

pe$me$rintahan dan masyarakat Kabupate $n Rote$ Ndao se$be $sar Rp2.400.000.000,00 

(Dua Milyar E$mpat Ratus Juta Rupiah) te$tapi tidak dibayarkan ole$h Para Te$rgugat 

adalah Pe$rbuatan Me$lawan Hukum yang sangat me $rugikan Pe $nggugat; 

5. Me$nghukum Para Te$rgugat untuk se $ge$ra me $mbayar ganti rugi tanah milik 

Pe$nggugat untuk ke$pe$ntingan pe $mbangunan, sarana pe $layanan pe $me$rintahan dan 

masyarakat Kabupate$n Rote $ Ndao se $be$sar Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyar 

E$mpat Ratus Juta Rupiah); 

6. Me$nghukum Para Te$rgugat untuk me $mbayar biaya pe $rkara se$cara tanggung 

re$nte $ng yang sampai hari ini dite $tapkan se $jumlah Rp 4.645.500,00 (E $mpat Juta 

E$nam Ratus E $mpat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); 

7. Me$nolak gugatan Pe$nggugat se$lain dan se$le$bihnya; 

Be$rdasarkan Pe $rtimbangan Hakim maka Pe $nulis me $lakukan analisis be$rdasarkan 

ganti rugi yang akan dilakukan kare$na me$me$nuhi unsur-unsur pe $rbuatan me $lawan 

hukum se $bagai be$rikut: 

1) Adanya suatu pe$rbuatan 

Pe$rbuatan dalam konte $ks ini me $ncakup tindakan me $lakukan se$suatu maupun 

tidak me $lakukan se$suatu. Dalam hal ini, ke$tika te$rgugat tidak me $mbayar ganti 

rugi atas tanah milik pe $nggugat yang te$lah digunakan untuk ke $pe$ntingan 

pe$layanan publik, maka te $rgugat dikate$gorikan se $bagai tidak be $rbuat se$suatu 

yang se $harusnya dilakukan. De$ngan de $mikian, te $rgugat te$lah me $ngabaikan 

ke$wajiban yang diatur dalam pe $raturan pe$rundang-undangan. Se $suai de$ngan 

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 te $ntang Pe$ngadaan 
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Tanah bagi Pe $mbangunan untuk Ke $pe$ntingan Umum, pe $ngadaan tanah 

me$rupakan ke$giatan me $nye$diakan tanah de$ngan cara me $mbe$rikan ganti 

ke$rugian yang layak dan adil ke $pada pihak yang be $rhak atas tanah yang 

digunakan untuk ke$pe$ntingan umum 

2) Pe$rbuatan te$rse$but me $lawan hukum. Bahwa tindakan te $rgugat yang tidak 

me$mbayar ganti rugi te $rhadap tanah milik pe$nggugat adalah be$rte$ntangan 

de$ngan hak subje$ktif pe $nggugat se $laku pe$milik tanah dan me $langgar 

ke$wajiban hukum si te $rgugat se$bagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Te $ntang Pe$ngadaan Tanah Bagi Pe $mbangunan 

Untuk Ke$pe$ntingan Umum yang be $rbunyi “Pe $ngadaan tanah untuk 

ke$pe$ntingan umum be $rtujuan me $nye$diakan tanah bagi pe $laksanaan 

pe$mbangunan guna me $ningkatkan  ke $se$jahte$raan dan ke $makmuran bangsa, 

ne$gara, dan masyarakat de $ngan te$tap me $njamin ke $pe$ntingan hukum pihak 

yang be $rhak” 

3) Adanya ke$salahan 

Ke$salahan te$rgugat te$rle$tak pada kurangnya itikad baik dalam me $nye$le$saikan 

ke$wajiban pe $mbayaran ganti rugi ke $pada pe$nggugat se$laku pe $milik tanah. 

Me$skipun te$lah me $ne$rima surat pe $mbe$ritahuan, te $rgugat te $tap me $nolak 

me$lakukan pe $mbayaran de $ngan alasan adanya pote $nsi ke $rugian ke$uangan di 

ke$mudian hari. Sikap ini me $nunjukkan pe$ngabaian te $rhadap hak-hak 

pe$nggugat dan be$rte$ntangan de $ngan prinsip ke$pastian hukum se $rta ke$adilan. 

4) Adanya ke$rugian 

Salah satu ke $rugian yang dialami ole $h pe $nggugat adalah ke $tidakmampuan 

untuk me $manfaatkan tanahnya dalam jangka waktu yang lama, kare $na tanah 

te$rse $but te$lah digunakan untuk pe $mbangunan ge $dung pe $rkantoran milik 

te$rgugat. Me $skipun tanah te $rse$but te $lah dimanfaatkan untuk ke $pe$ntingan 

te$rgugat, pe $nggugat hingga saat ini be $lum me $ne $rima ganti rugi yang 

seharusnya menjadi haknya. Hal ini menyebabkan penggugat mengalami 

kerugian baik secara materiil maupun non-materiil akibat hilangnya hak atas 

penggunaan tanahnya sendiri 

5) Adanya hubungan kausal antara pe$rbuatan de$ngan ke $rugian 

Tindakan te$rgugat dalam me $lakukan pe $ngadaan tanah untuk pe $mbangunan 

ke$pe$ntingan umum tanpa me $mbe$rikan ganti rugi ke $pada pe$nggugat se$bagai 

pe$milik sah tanah te$rse$but te$lah me$ngakibatkan ke$rugian bagi pe $nggugat. Ole$h 



 
e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal 95-115 

kare$na itu, te$rgugat me $miliki ke $wajiban hukum untuk me $mbayar ganti rugi 

ke$pada pe$nggugat se$suai de$ngan prinsip ke$adilan dan pe$raturan pe$rundang-

undangan yang be$rlaku. 

Sehingga berdasarkan unsur-unsur ini, maka ganti rugi ditetapkan se$besar 

Rp2.400.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan hasil penilaian 

dari Tim Penilai Publik KJPP Ni Made Tjandra. Se$te$lah me$lalui sidang pe$rmusyawaratan, 

Maje$lis Hakim Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao pada Kamis, 10 Fe$bruari 2022, me$mutus 

pe$rkara be$rdasarkan pe$rtimbangan te$rkait ganti rugi dalam Putusan Nomor 

46/Pdt.G/2021/PN Rno. Pe$rtimbangan Hakim te$rse$but dilakukan se$cara adil, de$ngan 

me$mpe$rtimbangkan ke$pe$ntingan ke$dua be$lah pihak, baik Pe$nggugat maupun Te$rgugat, 

se$hingga tidak me$rugikan salah satu pihak.  

Hakim mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan se$bagian dari penggugat 

yang tercantum dalam isi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerima gugatan 

se$bagian dan tidak dapat menerima apa yang dipandang ole$h hakim bukan merupakan hak 

penggugat. Bahwa putusan hakim terse$but juga memiliki tujuan hukum yang dimaksud 

yaitu: 

1. Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao te$lah me $mbe$rikan ke$adilan ke$pada Pe$nggugat 

se$bagai pe$milik tanah yang te $lah lama me $nde$rita ke$rugian kare$na tanahnya 

dimanfaatkan tanpa me $ndapatkan ganti rugi yang layak. Ke $adilan te$rse$but juga 

dirasakan ole$h Pe$me$rintah Rote$ Ndao yang se$be$lumnya te $rhambat ole $h pote$nsi 

ke$rugian ke$uangan ne$gara jika harus me $mbayar ganti rugi ke$pada Pe $nggugat. De$ngan 

adanya putusan ini, Pe$me$rintah Ndao tidak pe $rlu lagi me $rasa  me $nge$nai pe $mbayaran 

ganti rugi, kare$na putusan pe $ngadilan yang be$rsifat me $ngikat dan wajib dilaksanakan, 

se$bagaimana norma undang-undang yang me$maksa. 

2. Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao juga me$ngadopsi asas ke $manfaatan, me $ngingat 

manfaat pe $nggunaan tanah te $rse$but ole$h Pe$me$rintah untuk me $mbe$rikan pe $layanan 

ke$pada masyarakat. Hal ini se $suai de $ngan ke $te$rangan saksi-saksi yang diajukan ole $h 

Pe$nggugat, yang me $nje $laskan bahwa puske $smas, kantor camat, aula pe $rte$muan, dan 

rumah dokte $r yang te$rle$tak di de$katnya sangat be$rmanfaat bagi masyarakat yang 

me$mbutuhkan layanan. 

3. Putusan Pe$ngadilan Ne $ge $ri Rote$ Ndao juga me $mbe$rikan ke $pastian hukum bagi 

Pe$nggugat dan Pe$me$rintah Rote$ Ndao. Ke$pastian hukum bagi Pe $nggugat adalah 

pe$mbe$rian haknya se$bagai pe$milik tanah dalam be $ntuk ganti rugi, se$me$ntara ke$pastian 

hukum bagi Pe $me$rintah adalah status tanah yang me $njadi je $las. Se$be$lumnya, status 
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tanah ini masih tidak pasti, kare $na me $skipun pe$me$rintah te$lah me $ndirikan bangunan 

dan me $nggunakannya untuk ke$pe$ntingan umum, se $rtifikat hak milik tanah te $rse$but 

masih atas nama Pe $nggugat. Namun, de $ngan adanya putusan ini, prose $s pe $ngadaan 

tanah te$rse$but dianggap sah ole $h maje $lis hakim, dan tanah te $rse$but kini me $njadi ase $t 

Pe$me$rintah Kabupate$n Rote $ Ndao. 

AKIBAT HUKUM BAGI KEDUA BELAH PIHAK DALAM PUTUSAN 

NO:46/Pdt.G/2021/PN Rno 

Akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi yang timbul setelah pengadilan 

mengeluarkan putusan dalam perkara perdata. Akibat hukum ini menentukan hak dan 

kewajiban para pihak yang terlibat dalam sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro Akibat hukum dari putusan pengadilan adalah segala 

sesuatu yang terjadi sebagai konsekuensi dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, termasuk kewajiban mematuhi isi putusan dan kemungkinan adanya Tindakan 

eksekusi jika tidak dipatuhi secara sukarela. 

Teori akibat hukum dalam putusan pengadilan terdiri dari: 

1. Teori kekuatan mengikat putusan (Res Judicata). Menurut teori ini, suatu putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) memiliki    

kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara 

2. Teori Kekuatan Eksekutorial 

Teori ini menekankan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif tetapi 

juga dapat dipaksakan melalui eksekusi jika pihak yang kalah tidak mematuhinya. 

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial berarti suatu putusan 

dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Akibat hukumnya Jika pihak yang 

kalah tidak menjalankan putusan, pengadilan dapat melakukan sita eksekutorial, 

pengosongan, atau lelang aset tergugat 

3. Teori Kekuatan Hukum Putusan. 

Menurut teori ini, setiap putusan memiliki tiga macam kekuatan hukum:  

a) Kekuatan Mengikat (Binding Force) → Para pihak wajib menaati putusan. 

b) Kekuatan Pembuktian (Probative Force) → Putusan dapat dijadikan alat bukti dalam 

perkara lain. 

c) Kekuatan Eksekutorial (Executive Force) → Putusan dapat dieksekusi jika bersifat 

kondemnator 
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Dalam pe$rkara pe$rdata, putusan yang te $lah be$rke $kuatan hukum te $tap adalah putusan 

pe$rdamaian, putusan ve$rste$k yang tidak diajukan ve $rze$t atau banding, se $rta putusan dari 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri, Pe $ngadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung yang te $lah dite$rima ole $h 

ke$dua be$lah pihak. Berdasarkan ke $te$ntuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, te $rdapat dua 

cara untuk me $laksanakan putusan, yaitu se $cara sukare$la  (jika pihak yang kalah se $cara 

sukare$la me $laksanakan putusan te $rse $but) dan se$cara paksa me $lalui prose $s e$kse $kusi ole$h 

Pe$ngadilan. 

Me$nurut M. Yahya Harahap, me $nyatakan pada prinsipnya e$kse $kusi se$bagai tindakan 

paksa me $njalankan putusan pe $ngadilan yang be$rke$kuatan hukum te $tap, baru me $rupakan 

pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak me $njalankan atau me $me$nuhi putusan se $cara 

sukare$la. Jika pihak yang kalah be $rse$dia me $njalankan putusan se $cara sukare$la, tindakan 

e$kse$kusi harus disingkirkan. 

Prose$s e$kse$kusi, se$suai de $ngan Pasal 195 ayat (1) HIR, me$miliki ke$we$nangan pada 

pe$ngadilan tingkat pe$rtama. Dalam praktik pe$radilan, te$rdapat dua je$nis e$kse$kusi yang 

dike$nal, yaitu: 

1. E$kse $kusi se$cara langsung atau nyata se $bagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, 

Pasal 218 ayat (2) RBg, dan Pasal 1033 Rv, me $ncakup tindakan se$pe$rti pe$nye$rahan, 

pe$ngosongan, pe$mbongkaran, pe$mbagian, se$rta pe $laksanaan suatu tindakan te$rte$ntu. 

2. E$kse $kusi pe$mbayaran se $jumlah uang dilakukan me $lalui prose$s le$lang atau e$xe$cutorial 

ve$rkoop, se$bagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg. 

Bahwa Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Rno 

tanggal 21 Januari 2022 akhirnya be $rke $kuatan hukum te $tap kare$na Pe $me$rintah Kabupate $n 

Rote$ Ndao tidak me $ngajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Se $suai de$ngan 

ke$te$ntuan, batas waktu pe $ngajuan banding te $rhadap putusan te$rse $but adalah hingga 14 

Mare$t 2022, yang dihitung se $jak para pihak me $ne$rima pe $mbe $ritahuan re$smi atas putusan 

pe$ngadilan. Kare $na te$rgugat tidak me $ngajukan upaya hukum dalam batas waktu yang 

dite$ntukan, maka putusan te $rse$but me $njadi final dan me $ngikat. Dalam putusan te $rse$but, 

Pe$me$rintah Kabupate$n Rote $ Ndao diwajibkan untuk me $mbayar ganti rugi se $be$sar Rp 

2.400.000.000,00 (Dua Miliar E$mpat Ratus Juta Rupiah) ke$pada pe$nggugat se$bagai pe$milik 

tanah. 

 Pe$laksanaan putusan yang te$lah be$rke$kuatan hukum te$tap dapat dilakukan de$ngan 

dua cara. Pe$rtama, pihak yang kalah, dalam hal ini Pe$me$rintah Kabupate$n Rote$ Ndao, dapat 

me$njalankan putusan se$cara sukare$la. Ke$dua, jika pihak te$rgugat tidak me$laksanakan 

putusan se$cara sukare$la, maka dapat dilakukan tindakan e$kse$kusi me$lalui pe$ngadilan. 
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Dalam pe$rmohonan sita e$kse$kusi, pihak te$rgugat akan dibe$rikan pe$ringatan se$banyak tiga 

kali ole$h pe$ngadilan. Jika se$te$lah pe$ringatan te$rse$but te$rgugat te$tap tidak me$laksanakan 

ke$wajibannya, maka pe$ngadilan akan me$ngambil langkah e$kse$kusi untuk me$mastikan 

pe$mbayaran ke$pada pe$nggugat se$bagai pihak yang me$me$nangkan pe$rkara. 

Dalam hal te$rgugat se$bagai pihak yang kalah tidak me$ngajukan upaya hukum, maka, 

suka atau tidak suka, putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Rno 

yang me$me$nangkan pe$nggugat harus dite$rima dan dilaksanakan. Putusan te$rse$but tunduk 

pada asas Re$ Judicata Pro Ve$ritate$ Habe$tur, yang be$rarti bahwa suatu putusan pe$ngadilan 

dianggap be$nar dan me$ngikat jika tidak ada putusan dari pe$ngadilan yang le$bih tinggi yang 

me$ngore$ksinya. De$ngan de$mikian, tidak ada pilihan lain bagi te$rgugat se$lain me$laksanakan 

putusan te$rse$but, baik se$cara sukare$la maupun me$lalui upaya paksa be$rupa e$kse$kusi ole$h 

pe$ngadilan jika te$rgugat te$tap tidak me$me$nuhi ke$wajibannya. 

Bahwa Kare$na ase$t milik Pe$me$rintah Kabupate$n Rote$ Ndao me$rupakan barang milik 

ne$gara/dae$rah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 te$ntang Pe$rbe$ndaharaan Ne$gara 

me$ne$gaskan bahwa "Pihak mana pun dilarang me$lakukan pe$nyitaan te$rhadap: 

a) Uang atau surat be$rharga milik ne $gara/dae$rah baik yang be $rada pada instansi 

Pe$me$rintah maupun pihak. 

b) Uang yang harus dise$tor ole$h pihak ke $tiga ke$pada ne $gara/dae$rah. 

c) Barang be$rge$rak milik ne $gara/dae $rah yang be$rada pada instansi Pe$me$rintah maupun 

pihak ke$tiga. 

d) Barang tidak be $rge$rak dan hak ke$be$ndaan lainnya milik ne $gara/dae$rah. 

e) Barang milik pihak ke$tiga yang dikuasai ole $h ne $gara/dae$rah yang dipe $rlukan untuk 

pe$nye$le$nggaraan tugas peme $rintahan. 

Namun demikian eksekusi tunduk pada ketentuan ketentuan yang ada di pengadilan 

sebagai lembaga yang berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan perkara perdata 

yang berkekuatan hukum tetap. Me$nurut Pe$nulis, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Rno 

me$nimbulkan pole$mik di kalangan masyarakat Rote$ Ndao se$rta di lingkungan DPRD 

Kabupate$n Rote$ Ndao. Kontrove$rsi ini muncul kare$na tuntutan ganti rugi tanah yang 

diajukan ole$h pe$nggugat se$jak tahun 2016, di mana tanah te$rse$but te$lah digunakan untuk 

pe$mbangunan fasilitas umum, se$pe$rti Kantor Camat, Puske$smas, dan Balai Umum. 

Pe$rsoalan ganti rugi tanah ini se$makin komple$ks kare$na transaksi te$rse$but me$libatkan 

pe$nggugat, yang be$rtindak se$bagai pe$njual se$kaligus pe$mbe$li ke$tika me$njabat se$bagai 

Bupati. Se$lain itu, nilai tanah yang dite$tapkan me$ncapai Rp 7,4 miliar, yang dianggap 

fantastis dan tidak se$suai de$ngan harga pasar tanah be$rdasarkan Nilai Obje$k Pajak (NJOP). 



 
e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal 95-115 

Tindakan yang dilakukan ole$h pe$nggugat dan te$rgugat dapat dikate$gorikan se$bagai 

be$ntuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Ne$potisme$ (KKN), me$ngingat ke$duanya masih 

me$miliki hubungan se$bagai suami-istri. Pe$nggugat diduga be$rse$kongkol de$ngan te$rgugat 

de$ngan tidak me$ne$mpuh upaya hukum, se$hingga ke$duanya me$mpe$role$h ke$untungan dari 

ke$putusan yang justru me$rugikan masyarakat Rote$ Ndao. Anggaran yang dike$luarkan untuk 

me$mbayar ganti rugi tanah dianggap te$rlalu be$sar dan tidak wajar. Se$harusnya dana te$rse$but 

diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat yang masih membutuhkan Pembangunan. 

Se$jak awal, prose$s pe$ngadaan tanah ini sudah be$rmasalah kare$na te$rdapat be$rbagai 

ke$cacatan prose$dur hukum. Pe$nggugat, yang saat itu me$njabat se$bagai Bupati, me$mbangun 

fasilitas umum tanpa me$minta pe$rtimbangan dari DPRD. Hal ini me$nunjukkan adanya 

pe$nyalahgunaan ke$kuasaan. Akibatnya, se$te$lah masa jabatan pe$nggugat se$bagai Bupati 

be$rakhir, pe$rmasalahan ganti rugi tanah Oe$handi tidak kunjung te$rse$le$saikan. Tanah milik 

pe$nggugat yang te$rle$tak di De$sa Oe$handi se$be$lumnya te$lah dianggarkan dalam APBD ole$h 

pe$nggugat se$ndiri pada tahun 2016 dan dana te$rse$but te$lah dicairkan ole$h Pe$me$rintah Rote $ 

Ndao di bawah ke$pe$mimpinan Bupati Le$onard Haning, yang dalam hal ini juga be$rtindak 

se$bagai pe$nggugat. Pe$ncairan pe$rtama se$be$sar Rp 1.603.000.000,00 dilakukan, namun 

kare$na pe$mbayaran atas tanah te$rse$but tidak me$ndapatkan pe$rse$tujuan dari fraksi-fraksi di 

DPRD, pe$milik tanah yang juga me$njabat se$bagai Bupati saat itu akhirnya me$nye$tor 

ke$mbali dana te$rse$but ke$ kas dae$rah. 

Namun, kasus ini tidak be$rhe$nti di situ. Pada tahun anggaran 2017, pe$nggugat 

ke$mbali me$ncairkan dana dari APBD Rote$ Ndao se$be$sar le$bih dari Rp 7,4 miliar untuk 

pe$mbayaran tanah yang sama. Ke $tika aparat pe$ne$gak hukum mulai me$lakukan pe$nye$lidikan 

te$rhadap kasus ini, pe$nggugat yang saat itu masih me$njabat se$bagai Bupati Rote$ Ndao 

ke$mbali me$nge$mbalikan dana te$rse$but ke$ kas dae$rah. Hal ini se$makin me$mpe$rkuat dugaan 

adanya pe$nyalahgunaan ke$we $nangan dalam pe$ngadaan tanah untuk ke$pe$ntingan 

Pe$me$rintah Dae$rah. 

Bahwa pe$ngadaan tanah untuk pe$mbangunan fasilitas umum sudah me$nghadapi 

be$rbagai pe$rsoalan hukum, yang bahkan me$nunjukkan indikasi adanya praktik korupsi. 

Aroma korupsi yang te$rcium dalam kasus ini me$nguatkan dugaan bahwa te$rdapat 

ke$tidakwajaran dalam prose$dur pe$ngadaan tanah, se$hingga Pe$me$rintah harus le$bih 

transparan dan akuntabe$l dalam me$nye$le$saikan pe$rkara ini guna me$nghindari dampak 

hukum yang le$bih luas Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rote Ndao 

pada 21 Oktober 2021. Dalam gugatan terse$but, penggugat meminta majelis hakim untuk 

mengabulkan permohonannya dengan menyatakan bahwa tanah yang te$lah digunakan untuk 
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pembangunan fasilitas umum adalah miliknya. Se$lain itu, penggugat juga menuntut agar 

Pemerintah Daerah segera membayarkan ganti rugi atas kepemilikan tanah terse$but. 

Putusan Pe$ngadilan Ne$ge$ri Rote$ Ndao yang me$ngabulkan se$bagian gugatan 

pe$nggugat, namun tidak dire$spons de$ngan upaya hukum ole$h te$rgugat, me$nce$rminkan 

ke$tidakkonsiste$nan Pe$me$rintah dalam me$nangani pe$rkara ganti rugi ini. Dalam Hukum 

Acara Pe$rdata, te$rse$dia be$be$rapa je$nis upaya hukum, se$pe$rti Banding, Kasasi, dan 

Pe$ninjauan Ke$mbali (PK). Namun, te$rgugat tidak me$nggunakan salah satu dari upaya 

hukum te$rse$but, se$hingga me$nimbulkan pe$rtanyaan me$nge$nai ke$se$riusan Pe$me$rintah dalam 

me$mpe$rtahankan posisinya dalam pe$rkara. Situasi ini me$nimbulkan ke$ke$ce$waan dari 

banyak pihak te$rhadap sikap Pe$me$rintah, yang tampak tidak se$rius dalam me$nghadapi 

pe$rkara te$rse$but. Padahal, Pe$me$rintah me$miliki ke$se$mpatan se$rta bukti yang dapat 

digunakan untuk me$lakukan pe$rlawanan atau bantahan me$lalui upaya hukum lainnya. 

Se$bagai te$rgugat, Pe$me$rintah justru me$ne$rima se$mua tuntutan pe$nggugat tanpa me$lakukan 

bantahan atau tangkisan, se$rta tidak me$ngajukan saksi maupun Duplik untuk me$mpe$rkuat 

posisinya. Ke$tika te$rgugat me$ngakui adanya utang te$tapi tidak se$ge$ra me$mbayarnya, timbul 

pe$rtanyaan me$ngapa pe$mbayaran baru dilakukan se$te$lah adanya putusan pe$ngadilan. 

Ke$jadian ini be$rpote$nsi me$njadi pre$se$de$n buruk di masa de$pan. Ada ke$khawatiran 

bahwa Bupati saat ini bisa saja ke$mbali me$mbangun fasilitas Pe$me$rintah Dae$rah di atas 

tanah miliknya se$ndiri. Jika DPRD tidak me$nye$tujui hal te$rse$but, maka pe$milik tanah dapat 

me$nggugat ke$ pe$ngadilan dan be$rpe$luang be$sar untuk me$nang, kare$na dalam pe$rsidangan 

Pe$me$rintah Dae$rah tinggal me$ngakui bahwa bangunan me$mang te$lah didirikan di atas tanah 

milik Bupati dan harga tanah te$lah dise$pakati be$rsama. Masalah hukum ini me$rupakan 

pe$rsoalan se$rius yang me$nuntut ke$hati-hatian dari Pe$me$rintah. Jika te$tap me$lakukan 

pe$mbayaran atas tanah milik pe$nggugat tanpa me$mpe$rtimbangkan aspe$k hukum yang le$bih 

luas, dikhawatirkan akan muncul le$bih banyak pihak yang te$rje$rat dalam pe$rmasalahan 

hukum di masa me$ndatang. Solusi bagi ke$dua be$lah pihak dapat be$runding untuk me $ncapai 

ke$se$pakatan yang saling me $nguntungkan, misalnya me $mbe$rikan ke$longgaran waktu atau 

pe$ngurangan nilai ke$wajiban te$rte$ntu untuk me $mudahkan pe $laksanan ke $putusan. Jika 

ne$gosiasi langsung sulit dilakukan, ke $dua be $lah pihak dapat me $nggunakan jasa me $diator 

dari pe$ngadilan untuk me$ncapai pe$nye$le$saian yang le$bih baik.  

Ke$dua be$lah pihak se$baiknya me $matuhi putusan pe $ngadilan agar tidak me $nimbulkan 

pe$rmasalahan hukum baru yang le $bih komple $ks. Ke$dua pihak juga harus me $mastikan se$mua 

dokume $n adminstrasi, se $pe$rti bukti pe$mbayaran, se$rtifikat tanah, atau surat ke $putusan 
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pe$ngalihan hak, dan surat-surat yang be $rkaitan de $ngan pe$ngadaan tanah le$ngkap agar tidak 

timbul masalah hukum dike$mudian hari. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian , maka dapat disimpulkan bahwa upaya dilakukan 

untuk me $ndamaikan pe $nggugat dan te $rgugat me $lalui me $diasi yang difasilitasi ole $h 

pe$ngadilan agar se$ngke$ta dapat dise$le$saikan tanpa pe$rlu me $lanjutkan ke$ pe$rsidangan tidak 

diterima oleh kedua belah pihak. Upaya tersebut berlanjut hingga ke pengadilan dan 

tergugat mengakui bahwa belum melakukan pembayaran dan Tindakan tersebut melawan 

hukum. Akibatnya tergugat sebagai pihak yamhg kalah harus mampu melakukan   

kewajibannya dengan membayar ganti rugi ke$pada pe$nggugat. Se$baliknya, pe$nggugat 

me$nye$rahkan tanahnya ke $pada te$rgugat untuk dijadikan ase $t Pe $me$rintah Dae $rah dalam 

rangka pe$layanan publik bagi ke$pe $ntingan masyarakat Rote$ Ndao.  

Diharapkan agar Pemerintah dan Masyarakat dapat lebih bekerja sama dan 

berkoordinasi dalam kasus ganti rugi seperti yang terjadi dalam perkara ini. Langkah ini 

be$rtujuan untuk me $nce $gah timbulnya pe $rmasalahan hukum di ke $mudian hari. Se$lain itu, 

pe$me$rintah ke $ de$pan harus me$mbe $li tanah de$ngan harga yang se $suai de$ngan nilai pasar agar 

tidak me $rugikan masyarakat, de$ngan te $tap me $mpe $rtimbangkan anggaran yang dibe $bankan 

pada APBD. Pe$me$rintah pe$rlu me$lakukan e$valuasi dalam prose$s pe$ngadaan tanah untuk 

pe$mbangunan ge$dung kantor agar le$bih ce$rmat dan te$liti. Prose$s ini harus me$libatkan se$mua 

pihak te$rkait guna me$nghindari pe$rmasalahan ganti rugi yang be $rujung pada pe$nye$le$saian 

di pe$ngadilan. 

 

DAFTAR REFERENSI 

Abulkadir Muhammad. (1982). Hukum perikatan. Bandung: Alumni. 

Aneh, tergugat enggan bayar ganti rugi. (2021, November). Retrieved from 

https://www.newskpk.com/2021/11/aneh-tergugat-enggan-bayar-ganti-rugi.html 

Bahrussan, Y. (Ed.). (2020). Teknis pemeriksaan perkara gugat waris bagi hakim peradilan 

agama. Yogyakarta: UII Press. 

Djojodirdjo, M. A. M. (2010). Perbuatan melawan hukum. Jakarta: Pradnya Paramitha. 

Hakim kabulkan gugatan Lens Haning, Pemkab Rote Ndao wajib bayar ganti rugi 24 miliar. 

(2022, Oktober 8). Retrieved from https://infontt.com/2022/hakim-kabulkan-

gugatan-lens-haning-pemkab-rote-ndao-wajib-bayar-ganti-rugi-24-miliyar-

/?amp=1 



 
Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Antara  

Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 
(Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/Pn Rno) 

114      REFERENDUM – VOLUME. 2, NOMOR. 1 MARET 2025 

 
 

Hasanah, S. (2017, Mei 17). Hukum Online. Retrieved from https://www.hukumonline.com 

Jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata. (2021, Januari 6). Retrieved from 

https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-

hukum-acara-perdata 

Mertokusumo, S. (1984). Hukum acara perdata. Yogyakarta: Liberty. 

Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum (suatu pengantar). Yogyakarta: Liberty. 

Moegni, D. (2010). Perbuatan melawan hukum. Jakarta: Pradnya Paramitha. 

Mudakir, I. (2010). Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Jakarta: 

Jala Permata Aksara. 

Mukti, A. (n.d.). Praktek perkara perdata pada pengadilan agama. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Mulyadi, M. (2017). Implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di 

Jakarta Utara. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 

Nagoro, N. (1984). Politik hukum dan pembangunan agraria di Indonesia (Cet. II). Jakarta: 

Bina Aksara. 

Oloan, S. (2004). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yogyakarta: Mitra Kebijakan 

Tanah Indonesia. 

Parlindungan, A. P. (1999). Pendaftaran tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 

Patrik, P. (1994). Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari 

undang-undang). Bandung: Mandar Maju. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Pembangunan bagi Kepentingan Umum. 

Prodjodikoro, W. (1960). Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata. 

Bandung: Sumur Bandung. 

Rahardjo, S. (2006). M. L. Panggabean (Ed.), Hukum dalam jagad ketertiban (Cet. I). 

Jakarta: UKI Press. 

Setiawan, R. (1977). Pokok-pokok hukum perikatan. Bandung: Binacipta. 

Sihombing, E. I. (2009). Segi-segi hukum tanah nasional dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan. Jakarta: Universitas Trisakti. 

Sitorus, O., dkk. (1995). Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagai cara pengadaan 

tanah (Cet. I). Jakarta: CV Dassamedia Utama. 

Soekanto, S. (n.d.). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 



 
e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal 95-115 

Soemardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya 

(Cet. I). Jakarta: Buku Kompas. 

Subekti, & Tjitrosudibio. (2008). Kitab undang-undang hukum perdata. Jakarta: PT Pradnya 

Paramitha. 

Subekti, R. (2016). Kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Yustisia, 5(2), Mei-Agustus. 

Sugiharto, U. S., & Muchsin, S. N. (2015). Hukum pengadaan tanah. Malang: Setara Press. 

Sunggono, B. (2007). Metode penelitian hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 

 


